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RINGKASAN:

Bon Hargens (Pengajar Ilmu Politik Ul, dan Dircktur Parrhesia Institute) menulis
tentang dua fase demokrasi yang terjadi di Indonesia melalui pemilu tidak langsung dan
pemilu yang diselenggarakan sccara langsung. Pemilu yang diselenggarakan secara
langsung terfadi mulai tahun 2004. Pemilu langsung, diberlakukan untuk menjamin
legitimasi dan memperkuat kadar demokratisitas dari kekuasaan. Sclama 32 tahun
Golkar mendominasi kekuasaan organisasi sosial politik {orsospol), sehingga rakyat
tidak dapat mengaspirasikan suara mercka karena belum terjadi reformasi demokrasi.
Berbeda dengan saat ini telah terjadi reformasi demokrasi walaupun pemerintah
memiliki kekuatan secara formal karena mayoritas kursi yang dikuasai, namun secara
substansial pemerintahan masih terbelah karcna koalisi fintas partai. Untuk itu sebuah
koalisi harus mempertimbangkan kesesuaian ideologis, kesamaan visi-misi, kesamaan
L program. dan distribusi keragaman basis massa.

CATATAN :




alau fase domo-
B krasi Indonesia
kita belah di ta-

hun 2004 maka ada
dua; fase pemilihan ti-
dak langsung (sche-
lam 2004 dan fase pe-
milihan langsung (se-
sudah 2004), Selama fa-
s¢ pemily tidak lang-
sung atau pemilu re-
presentatit pimpinan
eksekutit dipilih oleh
wakil rakvat di parle- —
men dan para anggeta
parlemen ditentukan oleh partal
politik. Karena partai berperan
donminan, pemilu representatif
identik dengan suburnya oligarki
partai. : -
Seiak 2004, kita memasuki fase
pemilu langsuny. Rakvat berkebe-
basan mencntukan pemimpinnya
- meskipun oligarki partai masih
menyusup melalul penentuan no-
mor urat bagi calon legislatif dan
penutupan peluang calon indepen-
den dalam pemilihan presiden.
Dasar pemilu langsung adalah
menjamin legitimasi dan memper-
kuat kadar demokratisitas dari
kekuasaan karena untuk sckian
lama poljtik demokrasi meng-
alami deviasi di tangan partai po-
litik. Dasar lain, ada keresahan
kolektif di tengah masyarakat po-
litik bahwa kristalisasi oligarki
partai mengakibatkan kebuntuan
demokrasi. Juga ada ketakutan,
demokrasi representatif bakal me-
mindahkan kedaulatan dari ta-
ngan rakyat ke tangan parpol.
Ketakutan itu bukan tanpa da-
sar. Sejarah 32 tahun Golkar ber-
kuasa walaupun tak disebut par-
pol, tapl organisasi sosial politik
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tovsospoly—adalah se-
lmrah  peminggiran
publik dari arena de-
maokrasi, sehingga sah
disebut "masa kege-
lapan demokrasi”.
Apalagl multipartal
besar besaran pasca-
1998 menjadikan rak-
vat sekadar penonton
demokrasi. Rel politik
pun berubah rupa
menjacdi galeri paner-
an partai, sehingga
wajar jika partal dim-
duh sebagai akar gehealogis dart
kemandulan ruang publik.

Tapi. pertanvaannyva, apakah
sestdah 2004 dialektika demokrasi
Indonesia berlangsung signifikan?
Sejumlah asumsi dasar menyvata-
kan, pemilu langsung menjamin
(1) legitimasi kekuasaan, (2) akun-
tabilitas langsung pada rakyat bu-
kan pada partai politik, dan (3) pe-
merintahan relatif stabil karena
hebas dari beniuran kepentingan
parpol.

Namun, ternyata praktek sela-
ma tiga tahun ini ketiga tesis ter-
sebut patut dibantah. Pemilu lang-
sung bhelum secara signifikan
mengubah kualitas demokrasi. So-
sok pemerintahan masih seperti
dulu, di mana pemerintah selalu
tunduk pada parpol dan rakyat
terlupakan. i balik itu pula, ada
masalah vang jauh lebih rumit,
vakni proliferasi pemerintahan
terbelah (divided government).

Terminologi “pemerintahan
terbelah” mengacu pada penlerin-
tahan vang tidak memiliki du-
kungan signifikan di parlemen
atau dischut pula pemerintahan
partal minoritas. Tni terjadi kare-

na partai pemenang pemilu legis-
latif belum tentu menjadi peme-
nang pemilu eksekutif.

Pemerintahan Utuh

Hasil studi L.embaga Survei
Indonesia-nyva Denny JA mem-
buktikan, 56.9 persen dari total
209 pilkada di seluruh indonesia
(2005-2007) menghasilkan divided
governiment, sisanya 43.1 persen
adalah pemerintahan utuh {(wni-
Jfied government}. Di level nasio-
nal pun pemerintahan SBY-JK
masuk kategori "pemerintahan
terbelah™.

Kelemahan mendasar peme-
rintahan terbelah adalah potensi-
al tercipta konflik pemerintah ver-
sus parlemen karena kebijakan
pemerintah rentan dihambat par-
lemen. Lalu untuk meloloskan ke-
bijakan. sering dibangun suatu
konsensus atau kesepakatan poli-
tik antara kedua pihak.

idealnya, konsensus mengarah
pada penciptaan harmoni internal
sistem politik. Tapi, pada kenyata-
an konsensus sering ditelikung
oleh kepentingan partai asal. Al
hasil, energi pemerintah terkuras
dan tak sedikit kebijakan yang ke-
luar adalah manifestasi dari power
interplay antarpartai, sehingga ke-
bijakan sering tak menjawab per-
soalan bangsa.

Contoh, ketika hubungan pe-
merintah-DPR terganggu karena
isu nuklir Iran, Juli lalu. Konsen-
sus formal sukar tercapai. Lalu
sebagal penyelesaian, pemerintah
dan DPR bersepakat secara non-
formal melalui apa vang mereka
sebut “rapat Konsultasi”. Dan me-
mang setelah konsultasi, konflik
berakhir. Interpelasi Iran pun ber-

lalu bagai angin. Kenapa? Karena
konsensus dipahami sebagai kon-
salidasi kepentingan semata.
Demikian pun ketika pemerin-
tah terancam ditembak interpelasi
Lapindo. Untung Golkar berhasil
mematahkan bandul karena ke-
berpihakan Golkar (128 kursi) me-
mutlakkan kemenangan fraksi
pendukung pemerintah. Dalam
kasus angket impor beras Viet-
nam 2006 pun Golkar tampil seba-
gai penvelamat pemerintah.
Andai Golkar masih seperti
dulu, ketika berbaris bersama P-
DI Perinangan dalam Koalisi Ke-
bangsaan, keadaan pasti berbe-
da. Boleh jadi, pemerintahan ini
sudah masuk kotak. Sebab berha-
rap pada Demokrat vang hanva
menduduki 57 kursi di DPR, plus
fraksi-fraksi lain, seperti, PAX,
PKS. dan PBB (sebelunt Yusril di-
reshuffledy, pemerintah tak
mungkin berdaya. Tapi, apakah
setelah mavoritas kursi dikuasai

pemerintah. pemerintahan
berevolusi menjadi wunified
government?

Secara formal, pemerintah ku-
at karena mayoritas kursi di par-
lemen dikuasai. Tapi, secara sub-
stansial pemerintahan ini masih
pemerintahan terbelah. Bedanya,
ia tidak terbelah keluar, berhada-
pan dengan parlemen, tetapi terbe-
lah ke dalaimn Kkarena koalisi lirtas
partai.

Stabilitas Pemerintahan

Pada waktu man reshuffle 11 w-
jung 2006, misalnya. partai-partal
pendukung pemerintah bergesek-
an terkait jatah dalam Kkabinet.
PKS mengancam menarik du-
kungan kalau menterinya dicopot.

Partai Bulan Bintang malah he-
nar-benar menarik dukungan se-
telall Yusril Ihza Mahendra dita-
rik keluar. .

Hal tersebut mengindikasikan
terbelahinya pemerintahan ini. Se-
lain itu, mencerminkan persatuan
partal pendukung pemerintah be-
lum pantas disebut kealisi dan ma-
sih menyerupai “arisan politik”.
Maka tantangan terberat pemerin-
tah adalah bagaimana mencipta-
kan stabilitas pemerintahan di te-
ngah kompleksitas kepentingan
partal pendukung. Untuk presiden
sendiri tak mudah, di satu sisi ia
mesti membagi kue kekuasaan pa-
da begitu banvak partaj, sementa-
ra Konstitusi menetapkan adanva
hak prerogatif presiden.

Kalau hak prerogatif didahulu-
kan. besar peluang presiden diper-
sulit di parlemer). Kalau propor-
stonalitas jatah partai divtama-
karl, hak prerogatif presiden rela-
1if dibatasi dan besar peluang par-
tai diutamakan ketimbang rakyat.

Ke depan, keadaan ini hanya
dapat dicegah melalui formulasi
koalisi. Oleh karena itu, koalisi
harus mempertimbangkan (1) ke-
sesilatan ideologis, (2) kesamaan
atau kemiripan visi-misi, (3) kesa-
maan atal Kesinergisan program,
dan (4) distribusi keragaman basis
massa. Kalau koalist dibangun da-
ri partai-partal yang basis massa-
nva sama atau berdekatan secara
ideologis, koalisi dipastikan rapuh
karena rentan dilawan oleh partai
vang basis massanya berjauhan
secara ideologis.
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